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 ABSTRAK  - Untuk menjamin proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin 

dan pemberhentian karena tindak pidana dilakukan secara obyektif, 

seksama, memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil dan nilai-nilai hak asasi manusia, serta dapat dilakukan 

secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan 

hukuman disiplin dan pemberhentian karena tindak pidana bagi pegawai di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga 

perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian 

karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia.  

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 

Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 

2017; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.  

  - Dalam Peraturan Menteri Ini diatur tentang Hukuman Disiplin dengan 

menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang 

Pemanggilan Pegawai, Pemeriksaan Pegawai, Berita Acara Pemeriksaan 

dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Penetapan Keputusan, Upaya 

Administratif, Pemberlakuan dan Pendokumentasian Keputusan 

Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberhentian Karena Tindak Pidana, dan 

Pembatasan Hak Kepegawaian.  

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2019 

  -  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut serta 

dinyatakan tidak berlaku 

  -  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan teknis mengenai 

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak 

Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 



dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum 

diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.  

 


